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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah
melimpahkan Asung Kerta Wara Nugraha-Nya schingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2018 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dan
pelaksanaan tugas dan fungsi vang dipercayakan kepada Bawaslu Provinsi Bali atas targel
Kinerja dan penggunaan anggaran Tahun 2018, Penyusunan laporan ini merupakan lindak lanjut
dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeriniah Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2018
menggambarkan sejumliah capaian kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja
vang telah ditetapkan pada Tahun 2018. Berbagai upaya telah ditempuh untuk mewujudkan
Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dengan memaximalkan
pencegahan dari pada penindakan. Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi
rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan

Kami berharap dengan telah disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2018 akan dapat diperoleh manfaat bam perbaikan
dan peningkatan kinerja dari Bawaslu Provinsi Bali. Masukan dan saran perbaikan yang hersifat
membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang,

Denpasar,  Februan 2019
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali

i'f:?l.':;‘] P&Wﬂsiml'ﬂq #

Ida B Putu Adinat i
NIP. 19740826 199311 1 003
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BAB I
PENDAHULUAN

L.1 Latar Belakang

Bali adalah nama salah satu provinsi di Indonesia dan juga merupakan nama pulau terbesar
vang menjadi bagian dari provinsi tersebul. Pulau Bali terletak di 8°25'23" Lintang Selatan dan
115°14'55" Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia vang lain,
Selain terdiri dan Pulau Bali, wilayah Provinsi Bali juga terdini dari pulau-pulay vang lehih kecil
di sekitarnya, vaitu Pulau Musa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulan Nusa Ceningan, Pulau
Menjangan, dan Pulau Serangan. Bali terletak di antara Pulay Jawa dan Pulau Lombok. [bukota
provinsinya ialah Denpasar yang terletak di bagsan selatan pulau ini. Mayoritas penduduk Bali
adalah pemeluk agama Hindu Di dunia, Bah terkenal sebagai tujuan panwisata dengan
keunikan berbagai hasil seni-budayanya, khususnya bagi para wisatawan Jepang. Australia, dan
negara manca negara lainnva. Bali juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau Seribu
Pura. Luas wilavah Provinsi Bali adalah 563666 km® atau 0,29% luas wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Sccara admimistratf Provinsi Bali terbagi atas | koo yaite Kota Denpasar dan 8 kabupaten
vaitu: Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bulcleng,
Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Gianvar.
Provinsi Bali terdin dari 57 kecamatan, dan 716 desa/kelurahan, Pada tahun 2018, di Provinsi
Bali melaksanakan tahapan Pemilu Tahun 2019 dan Pilkada serentak tahun 2018, vakni
Pemilthan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
untuk Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianvar.

Badan Pengawas Pemilthan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali adalah salah satu lembaga
penvelenggara Pemilu yang mandin dan bebas dan pengaruh berbagai pihak manapun terkait
dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu
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diatur di dalam Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilhan Umum vang juga
merupakan perubahan dan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011,

Bawaslu Provinsi Bali mempunvai fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam
rangka pencegahan dan perindakan untuk terwwjudnva Pemilu yang demokratis. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, pada tanggal 2 September 2013 Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provins: Bali sudah menjadi badan vang permanen vang disertai dengan
dilantiknya pimpinan Bawaslu Provinsi Bali pertama, dimana sebelumnya pengawas pemilu di
Provinsi Bali masih berbentuk Panitia Pengawas Pemilu vang bersifat ad hoc. Pelaksanaan
program dan kegiatan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja
dibtayay oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesum dengan Peraturan
Pemermtah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga. Berdarsarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, Bawaslu sebagai
lembaga vang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiatannva
serta  untuk  tetap mengedepankan  sistem  keterbukaan, akuntabel dan  dapat
dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinenja Instans: Pemenintah (LK1P)

LKTP Bawaslu merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Bawaslu atas pelaksanaan
don  fungsinya, serta perwujudan  kewajiban  suatu  insiansi  pemerintah  untuk
mempertanggungiawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksansan misi orgamssasi dalam
mencapal sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sisiem pertanggunggawaban secara
penodik. LKIP imi membenkan penjelasan pencapaian Kinerja Bawaslu Provinsi Bali sclama
Tahun Anggaran 2018,

1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, benkut
adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dan Bawaslu:
1.2.1 Kedudukan
Berdasarkan pasal 91 ayat (2} yaitu Bawaslu Provinsi berkedudukan di tbu kota
Provinsi.
1.2.2 Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:
Berdasarkan pasal 97, tugas Bawaslu Provins: adalah -
|. Melakukan pencegahan dan penindakan di walayah provinss terhadap ;
= Pelanpgaran pemilu
* Senghketa proses pemilu
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyvelenggaraan Pemilu di wilayah Provins:, vang
terdin atas .
o Pelaksanaan venifikas parta politk calon peserta Permilu;
= Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan dafiar

pemilih tetap,



LKIP Bawaslu Provinsi Bali Tahun 2018

= Pencalonan yang berkaitan dengan persvaratan dan tata cara pencalonan anggota
DPRD provins,

* Penctapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi,

¢ Pelaksanaan kampanye dan dana kampanve,

* Pengadaan logistik Pemilu dan pendistnbusiannya;

* Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemily;

* Penghitungan suara di wilayah kerjanya

* Pergerakan surat suara, berita acara penghihrmgan suara, dan sertifikat hasil
penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;

* Rekapitulasi suara dari semua kabupatenkota vang dilakukan oleh KPU Provinsi;

* Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang;

* Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;

* Penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi,

. Mencegah terjadinya prakuk politik vang di wilayah provinsi
. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilavah provinsi, vang terdin atas:

* Putusan DKPP,

+ Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

* Putusan‘keputusan Bawaslu, Bawashu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota;

* Kkeputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota,

¢ Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak vang
dilarang ikut serta dalam kegintan kampanye schagaimana diatur dalam Undang
Undang imi;

. Mengelola, memclihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya

berdasarkan jadwal retensi arsip sesual dengan ketentuan peraturan perundang —
undangan

. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelengparaan Pemilu di wilayah provinsi
. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayvah provins:; dan
. Melaksanakan tugas lain Se5Uad dengan ketentuan peraturan

perundang — undangan

Berdasarkan pasal 99, Bawaslu Provinsi berwenang untuk -

Menenma dan menindaklanjuti laporan yang berkatan dengan dugaan pelanggaran
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan vang mengatur mengenai
pemuly;
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Memenksa dan mengkaji  pelanggaran  Pemilu  di wilavah provinsi  serta
merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang
diatur dalam Undang-Undang ini;

Menerima, memenksa, memediasi atau mengadjudikas:, dan memutus penvelesaian
sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi:

Merckomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran
netralitas  semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan  kampanye
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

Mengambil alih SeImentary tupas, WOWEnang, dan kewajiban
Bawasly Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila
Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan

Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak
vang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan
sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;

Mengoreksi  rekomendasi  Bawasly Rabupaten’Kota  setelah mendapatkan
perimbangan Bawaslu apabila terdapat hal vang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan, dan

Melaksanakan wewenang lain  sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-
undangan.

1.2.3 Kewajiban Bawaslu Provinsi adalah:
Sedangkan untuk Kewajiban Bawasly Provinsi pada pasal 100, Bawasly memiliki

kewayiban sebagai berikut ini:
1.
3

Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu
pada tingkatan di bawahnya:

- Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan

Pemilu secara periodik danvatau berdasarkan kehutuhan;

Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawasly berkaitan dengan dugaan
pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunva
penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi

Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan vang
dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesua
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan '

Melaksanakan kewajiban lain  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,
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1.3 Struktur Organisasi
131 Struktur Organisasi

1.

Bawaslu Provinsi Bali memiliki Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bawasly
No. 2 tahun 2013,

Bagan 1.1
Struktur Organisasi
STRUKTUR ORGAMNISAS]
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

FLEND

BAWASLU PROVINSI BALI
e R R e

B--E8 & C.

L T L L T

Sesual Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, terdiri dan:

Kasubag Administrasi (Pasal 83 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2013)

Mempunyai tugas melaksanakan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana
program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan
urusan rumah tangga, periengkapan, keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya
manusia, ftata laksana dam organisasi, protokol, serta koordinasi pelaksanaan
pengawasan internal,

kasubag Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (Pasal 83 Perbawasly
Nomor 2 Tahun 2013)

Mempunyai tugas melakukan penviapan bahan fasilitasi teknis dan  supervisi
pengawasan Pemily, tekmis sosialisasi dan pengawasan partisipatif, penanganan temuan
dan laporan pelanggaran, penyelesaian sengketa Pemilu, dan pemeriksaan berkas
pengaduan pelanggaran kode etik,

Rasubag Hukum, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga (Pasal
83 Perbawasiu Nomor 2 Tahun 2013)

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian hukum, bantuan hukum,
hubungan masyarakat, dan kerjasama antar lembaga.
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1.3.2 Aspek Strategis Organisasi

Bawaslu Provinsi Bali memiliki beberapa aspek strategis vang meliputi:

I. Dibentuk umtuk menjamin pelaksanaan salah saty persyaratan kedaulatan rakyat,
dalam rangka pembentukan pemerintahan vang demokrans.

2. Dnbentuk untuk berperan dalam semua tahapan demokrasi, batk transisi maupun
konsolidasi

3. Memastikan semua kekuatan politik non-demokratis tidak lagi menjadi aktor
pengendali pemilu,

4. Mendorong prakiek demokrasi menjadi bagian bentuk budava politik vang kuat

1.4 Potensi Permasalahan

Bawaslu Provinsi Bali mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi
pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politk lokal dan politik nasional terhadap
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawasly Provinsi Bali Berikut ini identifikasi
beberapa potens: dan permasalahan vang berpengaruh terhadap Bawaslu Provinsi Bali

Kekuatan dan Kelemahan
Atas semua persoalan vang disebutkan sebelumnya, Bawaslu Provins Bali memiliki
kekuatan penting vang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan
lersebut, di antaranya adalah:
I. Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap
berbagn bentuk pelanggaran Pemily, yang dapat mencegah konflik politik berujung pada
tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan Jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan
mobilisasi politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan), jabatan. barang,
dan uang (maney polifics),
Adanya sumber dayva pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas,
Adanya kewenangan menvelesmkan sengketa;
Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam Mengawasi Pemilu secara partisipatif:
Sehagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan
hukum Pemilu;
Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
7. Kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Negeni Sipil (PNS) dan Pegawal Pemerintah Non
Pegawai Negeri Sipil:
8. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sehelumnya; dan
9. Kerjasama dengan stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan pemilu

oA W

&>

Dhsamping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu Provinsi Bali Huga memiliki
sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan pencgakan hukum pemilu khususnya
pelanggaran pemilu, di antaranva adalah:
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I.  Perkembangan persoalan Pemilu selalu lehik cepat daripada perkembangan teknis
pengawasan pemilu yang masih bersifat konvensional:

2. Regulasi teknis pengawasan pilkada screntak vang masih perlu diperbaiki regulasinya agar
lebih komprehensif:

3. Panwas Kecamatan, PPDK dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap fad hoc), karena
bersifat ad hoc maka terdopat kendala teknis pengawasan tahapan dan penanganan
pelanggaran pemilu yang mesti cepat diimbangi;

4. Masih adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran di beberapa kabupaten/kota yvang
masih kurang;

5. Keterampilan penanganan  pelanggaran pemilu  yang belum memadai di  tingkat
Kabupaten/Kota (Bawaslu Kab/Kota), tingkar Kecamatan (Panwas Kecamatan), dan tingkat
desa'kelurahan (PPDK), agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 Rencana Strategis 2015-2019

Bawaslu sesual dengan tugas, fungsi. dan kewenangannva scbagai lembaga pengawas
Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu vang demokratis, berkualitas dan bermartabat. Oleh
karena itu dalam proses pelaksanaannya, Pemilu harus berjalan transparan, akuntabel, kredibel,
partisipatif dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan
dan sasaran strategis Bawaslu yang hares dicapai melalui pelaksanagn kematan utama atau
teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi

a  Visi dan Misi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan
Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 - 2019, Bawaslu memiliki Vist yang menunjukkan jat
diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelengparakan Pemilu, yailu “Terwnjudnya Bawasiu
sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalum Penyelenggaraan Pemilu Demokratis,
Bermartabat, dan Berkualitas”™.

Dalam pernyataan visi Bawaslu tersebut terdapal beberapa kata kunci, vaitu perpawal
ferpercava, demokratis, bermartabai dan berkudivas. Makna ningkas dan setiap kata tersebut
adalah sebagal berkut:

Pengawal : Berada di garda terdepan bersama masyarakat dalam mengawasi
penyelenggaraan pemilu;
Terpercaya : Melakukan pengawasan dalam benmtuk pencegahan dan penindakan,

serta penvelesman sengketa sccara profesional, benntegnitas, netral,
transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai asas dan
prinsip umum penvelenggaraan pemilu demokratis;

Demokratis Melaksanakan pengawasan permlu secara efektif dan  cfisien
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur,
adil, dan kompetitif yang taat hukum, beranggung jawab
faccountable), terpercava (credible), dan melibatkan masyarakat
{participation),

Bermartabat I Melakukan pengawasan penvelenggaraan pemilu berupa pencegahan
dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sesual prinsip-prinsip
mioral sosial yang linggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab,
Juyur, adil dan byyaksana,

Berkualinas : Pemilu vang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil vang
ditentukan oleh kinerja penpawasan yang dapat diukur vngkat
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keberhasilannya (aspects of performance), strategi pengawasan yang
dapat mencegah potensi, indikasi awal pelanggaran, dan penanganan
dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat (aspecty of design), serta
pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku
(aspects of conformance)

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi vang akan dilaksanakan oleh

seluruh satuan kerja selama peniode 2015-2019. Adapun Misi Bawaslu adalah

1.

[

Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandin dan solid.
Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang, maka
diperlukan aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid. Misi
pertama sangat penting dan strategis karena merupakan pondasi wama dalam mendukung
pelaksanaan tugas, fungsi dan kKewenangan Bawaslu dalam pengawasan penvelenggaraan
Pemilu. Misi im  merupakan kunci pertama dan utama untuk memasuki pelaksanaan
pengawasan,

Mengembangkan pola dan metode pengawasan vang efekhf dan ehsien

Pola dan metode pengawasan sangat diperlukan karena merupakan dasar dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan Pemilu untuk memastikan semua
tugas, fungsi dan kewenangan pengawasan Bawaslu dapat berjalan efisien dan efektif
Tahapan ini tidak akan berjalan dengan baik bila tdak didukung oleh suatu sistem control
dan manajemen, serta teknologi vang berskala luas, terstruktur, sistematis dan integratif’
Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur,
sistematis, dan integran{ berbasis teknologi

Misi im merupakan salah satu misi penting uniuk mengetahw kinerja pengawasan Pemilu
mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan,
Meningkatkan keterlibatan masvarakal dan peserta Pemilu, serla memingkatkan sinerg
kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatil,

konsisten menjalankan misi pertama, kedua dan ketipn diharapkan Bawaslu dapat
memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu ke depan. Dengan demikian,
secara tidak langsung Bawaslu berperan scbagan lembaga “tund fank ™ pertama, ulama dan
strategis dalam perumusan kebijakan Pemilu,

Peran Bawaslu sebagal “think rank” pertama, utama, dan strategis sangatl penting untuk dua
hal, yaitu secara intermal akan memngkatkan oitra Bawaslu, dan secara cksternal akan
meningkatkan citra pemerintahan, dimana keduanya merupakan bagian dari  proses
pembangunan citra kelembagaan Negara dalam memperkuat kapabiitas simbolik sistem
politik Indonesia.

Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan
penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepal, akurat dan transparan.

Apabila misi keempat terlaksana dengan baik maka secara langsumg atau tidak langsung
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kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendinnya seiring dengan menmingkatnya kualitas
kinerja pengawasan, vang indikatornya adalah cepat, akurat dan transparan. Citra itu juga
menjad modal dasar untuk melaksanakan must kelima, yaitu meningkatkan keterlibatan
masyarakal dan peseria Pemilu sertz meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan
Pemilu partisipatif.

6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bag prhak dani
dalam negen maupun luar negen
Kepercavaan publik terhadap kualitas kinerja pengawasan Bawaslu merupakan prosyarat
untuk memngkatkan pengawasan partisipalif, vailu pengawasan yang melibatkan
masyarakat, peserta Permlu dan lembaga lain Apabila Bawaslu dapat menjadi lembaga
pengawal terpercava, maka musi keenam Bawaslu sangat muodah dilakukan, vaitu
menjadikan Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dan
dalam negen nogent maupun pihak dan luar negen

b. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi Bawaslu maka dirumuskan ke dalam
bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan organisasi, Tujuan organisasi merupakan
implementas: dan pernyataan Misi yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Tujuan utama Bawaslu dalam jangka waktu 5 (lima) whun kedepan yaitu “meningkatkan
kisaliras dan efekiifitas kinerja pengawasan”™

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yvang berdasarkan hasil wlentifikasi potensi dan

permasalahan vang dihadapi oleh Penvelenggara Pemilu Adapun Sasaran Strategis Bawaslu
yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah
a) Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada,
b) Meningkatnya kualitas penindakan pelanggearan Pilkada.
¢) Meningkatnya kualitas penyelesaian senghketa Pilkada,

1.2 Tujuan dan Sasaran Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja seria lebith memingkatkan akuntabilitas
kinerja, maka Bawaslu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Gambaran target
kinerja Bawasiu 2015-2019 menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik vang akan dicapu
sesual dengan program dan kegiatan pada peniode 2015-2019 Indikator kmena ditetapkan
secara spesifik untuk mengukur pencapatan kinerja berkaitan dengan informasi kinena: outpu,
miteome dan fmpact,

Berdasarkan pemjabaran Visi, Misi, dan Tujuan Henstra Bawaslu 2015-2019, Bawaslu
memiliki 2 program yang digunakan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Bawaslu 2015-
2019,
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Tabel 2.2
Program Strategis Bawaslu -
Tujuan Sasaran Strategis Program

2.3 Rencana Kinerja Bawasly Tahun 2018

Rencana Strategis Bawaslu 2015 - 2019 yang memual program pembangunan jangka
menengah kemudian diturunkan dalam rencana kegiatan (uction plan) twhunan yvang pada tahun
2015 merupakan tahun pertama untuk mewujudkan visi dan misi Bawaslu, Untuk mewujudkan
capaian masing-masing indikator kinerja utama dari setiap sasarun strategis Bawaslu, maka

perlu disusun kegiatan tahunan untuk tahun 2018 vang lerdiri dan kegiatan kesekretariatan
Bawaslu maupun kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal sera kegatan
penyelenggaraan dukungan pengawasan Pemilu, pembentukan peraturan perundang-undangan
dan penanganan pelanggaran Pemilu, dan penvelenggaraan dukungan penegakan kode etik
penyelenggaraan Pemilu. Rincian kegiatan pada masing-masing indikator kinerja kegiatan
adalah sebagai berikut -

Tabel 2.3
: Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Tahun 2018
| No Indikator Kinerja Kegiatan
I | Persentase penyelesaian pelayanan | Teknis Pen}relenbgarmn Pengawasan Pemilu oleh
dukungan operasional kerja | Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
{pembayaran gaji, operasional dan | Lembaga Pengawas Pemilu Acd-hoc
pemeliharaan perkantoran, serta
, langganan daya dan jasa) vang
|| tepat wakiu b o =
2 | Persentase penyelesaian pelavanan | Tekmis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu olch
administras: dan tugas teknis Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan
lainmva Lembaga Penpawas Pemilu Ad-hoe |
3 | Persentase Penyelenggaraan Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh
Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu | Bawasly Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
Provinsi Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc
Sosialisasi Pengawasan pada Stakeholder dan
Masyarakat
Pcnd:dlka.n Pq:ng:iwamn Pemilu Partisipatif
. _Pemhma&n dan Supervisi Pengawasan Pemilu
Rakor PEHlapﬂn Penganusan PET!]I'“"PLII‘[III"!EI‘:
Pendidikan Investigasi Pengawasan
| PemiluwPemilihan
| Ferwmunan Rekapitulasi Data Hasil Pengawasan
Pemiluw/Pemilihan
4 | Persentase Penyelenggaraan Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh
Pengawasan Pemilu Serta | Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
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Pengelolaan Dukungan

Administratif dan Operasinal

Bawaslu Kabu

paten/Kota,

Kecamatan, PPDK, dan PPLN

2.4 Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2018
Dalam rangka mewujedkan manajemen pemerintahan vang efeknf, transparan, dan akuntabel
serta beronentasi pada hasil dan mencapai target kinerja
Secara rinci, Indikator Kinerja Umum Badan Pengawas Pemiliban Umum Provinsi Bali

Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc |

adalah sehagai henkut:
Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA 2018
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM FROVINSI BALI
No | Sasaran Indikator Kinerja | Target  Program Anggaran |
Strategis 2018 ;
|1 Meningkatnya | Teknis Ep.
. kualitas penvelenggaraan | 61.061.527.000. -
| Pengawasan pengawasan
| Pilkada Serentak pemilu oleh |
Tahun 2018 yang Bawaslu
demokratis e i Provinsi,
1.1 Meningkatnya | 1.1.1 Persentase | 3 | Bawaslu
kualitas pemilih Daerah | Kabupaten/Kota,
pencegahan vang dan Lembaga
pelanggaran miermnahami Pengawas
Pilkada PENZAWRSEN Pemilu Ad-hoc
N pilkada
1.12  Persentase | 100%
jumlah
partispusi
masyarakat
dalam
pengawasan
Pilkada |
.1.3  Persentiase 100%
jumlah
keterlibatan
stakeholder ,
dalam .
pengawasan
o Pilkada
1.2 Meningkatnya (12,1 Persentase | 1008
kualitas pengawis
penindakan Pilkada yang
pelanggaran memahami
Pilkada pemndakan
pelangparan
Pilkada. |
1.2.2 Persentase 100
. jumlah
i layanan | .
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laporan  dan
temuan
pelanggaran
yang
ditangani
sesual
ketentuan.

1.3 Memngkatnya
kualitas
penvelesaian
sengketa
Pilkada

1.3.1

Persentase
pengawas
Pilkada yang
memahami
penyelesaian

sengketa
Pilkada

1.3

Persentase
jumlah
layanan
permohonan
sengketa
yang
ditangani
sesudl
ketentuan

100%%

(100% |
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BAB 111
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja Bawaslu tahun 2018 pada dasamya merupakan bagian dari suatu proses atau
kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015-2019. Dengan demikian, pencapaian kinemga per
satuan kegiatan di tahun 2017 merupakan bagian dari pencapaian sasaran vang telah ditetapkan
dalam Renstra 2015-2019.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi
Bali tabun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja vang telah
ditetapkan dengan realisasi vang telah dicapai. Perbedaan antara vang diperoleh merupakan
mdikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran,

Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upava untuk  melakukan
peningkatan atau perbatkan vang diperfukan di masa vang akan datang untuk mewujudkan
Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya, bermartabat dan berkualitas,

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan untuk setiap capaian sasaran strategis yang
telah ditetapkan. Masing-masing sasaran tersebul akan diuraikan beserta permasalahan vang
terkait dengan capaiannya. Berikut ini adalah evaluasi dan analisis capalan kinerja tahun 2018;

,,,,,,

Meningkatnya kualitas penindakan
pelanggaran Pilkada

Pemingkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada merupakan salah satu sasaran
strategis vang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum, Sasaran strategis ini memiliki tiga indikator utama vaitu (1) Persentase pemilih vang
memahami  pengawasan  pilkada, (2) Persemase jumlah partisipasi masyarakat dalam
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pengawasan Pilkada, dan (3) Persentase jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan
Pilkada,
Indikator 1 : Persentase Pemilih Yang Memahami Pengawasan Pilkada

Konstitusi  telah menegaskan  bahwa  kedaulatan adalah  di tangan rakyat
Melalui penyelenggaraan pemilu, baik presiden dan  wakil presiden  serta  lemslatif,
harus dimaknai  sebagai  penverahan  mandas rakyat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi.  Oleh  karena itu, penyelenggaraan pemilu tidak bisa dilepaskan dan peran
publik, pemilih dan warga negara Bagaimanapun rakvat adalah pemilik kedaulatun
sesungguhnya.  Sebagai  pemilik kedaulatan,  berdasarkan  kesepakatan  bersama,
rakyat memberikan kedaulatannva kepada penyelenggara negara. Jumlah DPT pada Pemilihan
Kepala Dacrah di Provinsi Bali adalah 3.019,400, sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan
hak pilih seyumlah 2 146,097, Artinya sebanyak 71,08 % jumlah pemilih vang berpartisipasi
dalam proses pemilihan

Indikator 2 : Persentase Jumlah Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pilkada

Sesuai dengan Pasal | Peraturan Bawaslu Mo, 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan mum vang
menyatakan bahwa pelanggaran Pemilu adalah tindakan vang berientangan atau tidak sesyai
dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu, Pelanggaran Pemilu dapat berasal dari
temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu
vang mengandung dugaan pelanggaran. Laporan dugaan pelanggaran adalah laporan vang
disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya
pelanggaran Pemilu

Indikator menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu bertujuan untuk mengukur outcome dari
pengawasan khususnya upaya pencegahan vang dilakukan Bawasly, dengan demikian semakin
kecil jumlah pelanggaran maka pengawasan khususnya upaya pencegahan oleh Bawaslu dapat
dikatakan semakin efektif

Rincian jumlah pelanggaran Pemilu tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sebagmi berikut,

Provinsi Bali ‘ . ‘ 1 A

| 2 | Denpasar ) - 0
4 | Badung _= B |
4 | Tabanan 1T = o _‘
5 | Jembrana ) ] - g -
| 6 | Buleleng 5 13 |
7 |Bawgi - | 12 3
B | Karangasem . - | a4 |
9 | Klungkunp - 7
10 | Gianyar = 7 |
Jumlah Total Keseluruhan 5 74/10
k- _ ) | Kab.Buleleng | Kab/Kota |
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Pada pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018, Provinsi Bali melaksanakan Pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk
Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar serta di tahun 2018 jugs sedang
berlangsung tahapan untuk Pemilu Tahun 2019,

Terdapat beberapa permasalahan dalam penanganan pelanggaran Pemilu

Wakiu penanganan pelanggaran vang sempit.

Waktu Penanganan Pelanggaran 342 dalam pelaksanaannya terlalo sempit, yang
mana dalam pelaksanaannya kadang terhambat karena harus memperoleh keterangan
dari Para Saksi, Terlapor, Pelapor

Batas waktu pelaporan kepada Pengawas Permilu

Waktu  Pelaporan  menurut  Undang-Undang  adalah 7 Han  sejak
diketahui/ditemukannya pelanggaran, Namun dalam  pelaksanaannya kadang
menimbulkan permasalahan ketika dugaan pelanggaman baru diketahwu saat
Tahapan telah lewat,

Beda tafsir/pemahaman terkait Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
Pada Pelaksanaan Pemilihan, lembaga yang menangani Proses tndak mdana
pemilihan adalah Bawasly, Kejaksaan dan Kepolizsian yang tergabung dalam forum
sentragakkumdu, Namun di dalam pembahasan sering beda tafsir'pemahaman terkai
pasal-pasal dalam tndak pidama pemilu sehingga kasus pidana pemilihan menjadi
tidak bisa ditindaklanjuti ke proses benkutnya

Terkait hal tersebut kegiatan terkait Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu perlu
lebih ditingkatkan. Kegiatan yang perlu ditingkatkan adalah:

1.

Pendidikan Pengawasan PemiluPemilibhan Partisipan f

Kegiatan im bertujuan untuk:

« Memberikan pemahaman, pengetahuan dan persepsi yang sama Kepada
stakeholder Pemilw/Pemilihan,

¢ Menumbuhkan sikap dan kesadaran serta perilaku proaktif’ dari Stakeholder
pemilihan untuk mengawal Pemilu vang demokratis.

e Memberikan informasi kepada stakebolder PemiluwPemilihan terkan regulasi
Pemilu dan Pilkada Daerah, serta pengawasan Pemlu dalam rangka mencegah

terjadinya pelanggaran Pemilu

2. Pembinaan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan.

Kegiatan ini  dilaksanakan scbaga bentuk tanggungiawab Bawaslu sebaga
penanggung jawab dalam Pengawasan Permilihan Gubernur, Bupati dan Walikola
tahun 201% serta Pengawasan tahapan Pemilu tahun 2019 yang nantinva akan
dilaporkan ke Bawaslu Rl Supervisi kedaerah ini bertujuan untuk memastikan
bahwa proses pengawasan Pilkada oleh jajaran Bawaslu di deerah dalam hal im
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Bawaslu Kabupaten/kota, Pengawas Kecamatan beralan dengan baik dan sesual
dengan yang sudah direncanakan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku

3. Pengumpulan Data dan Supervisi Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengheta Pemilihan
Kegiatan ini bertujuan untuk data pemilihan Gubernur, Bupat, dan Walikota Tahun
2018 dan masing-masing Koordinator wilayah yang kemudian akan di tindak lanjuti

untuk menyelesaikan permasalahannyva,

4. Monitoring Pengumpulan Data dan Supervis: Pegawasan Pemilithan

Indikator 3 : Persentase Jumlah Keterlibatan Stukeholder dan Masyarakat Dalam Pengawasan

Pilkada

Pemangkn kepentingan (Stokehofder) adalah semua pihak vang  berkepentingan terhndap
penyelenggaraan Pilkada vang meliputi Pemerintah, penyelenggara Pilkada, pemantan Pilkada, partsi
politik, peserta Pilkada, organisasi masyarakat, media massa dan permulih. Indikator i untuk mengokur
jumlah keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pilkada Semakin tinggi keterlibatan stakebolder
maka kualitas pencegahan pelanggmran semakin meningkat. Cara menghituny capaian mdikator i
adalah jumlah stakeholder tabun mi dikurangi dengan jumlah stakeholder tahun  sehelummya
dibandingkan dengan jumlah stakeholder tahun sebelumnya dan dikalikan 100%

1 | KPU (Komisi Pemilihan U'mum) KPU (Komisi Pemilihan Umnum )
KPID { Komisi Penyiaran Indonesia) KPID  (Komisi Penyiaran
Indonesia)
3 | Kepolisian Kepolisian
4 | Kejaksaan Kejaksaan
5 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Keshangpol) Badan Kesatuan Bangsa dan
= Politik (Kesbangpol)
6 | Ombudsman Ombudsman
7 | Komisi Informasi Publik (K1P) Komisi [nformasi Publik (KIF)
B | Media massa (cetak/elektronik) - Media massa (cetak/elektromk )
9 | KMHDI KNPl Provinsi Bali
| 10 | PERADAH FKPPI Provins: Bali
11 [ HMI - KMHDI Provinsi Bali
12 | GMNI JPPR Koordinator Bali
13 | PMKRI HMI Provinzi Bali
14 | IHDN o PMII Pravins: Bali I
15 | Umversitas Ngurah Rai GMKI Provinsi Bah
16 | Warmadewa GMII Provins: Bali !

oy Um'l.rnrnm LUdayana

BEM Universitas Mahasaﬂsu-*au

I8 | Universitas Saraswati Denpasar

19 | UNHI Denpasar

BEM FISIP  Universitas
Warmadewa |
BEM STIMI Handayani .

30 | STIPOL Wisamedika

BEM FISIP Universitas Udavana |
Kepala 5 E.T.ﬂmu:n IVRJ Bali

Kepalia Stasiun l{urnpnﬂ: v

Kepala TLembaga Pengawas
Program RRI
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Berdasarkan data tersebut lerdapat Kenmikan keterhibatan stakeholder dalam pengawasan

Pilkada Tahun 2018. Peningkatan keterlibatan stakeholder merupakan salabh satu faktor

terlaksananya kegiatan Pengawasan Pemilu Parusipatif Pengawasan Pemilu partsipatf

merupakan vang menjadi salah satu metode pengawasan vang dianggap cfektil dan cfisien

dalam pengawasan Filkada.

L

Kematan vang mendukung mdikator sm diantaranva adalah

Penyusunan Panduan Pengawasan Pilkada

Kegatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakal terhadap penpawasan
Pilkada

Sosiahisasi Pengawasan pada Stakeholder dan Masvarakat

Sasaran vang akan dicapai dan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menvampaikan
informasi terkait peran aktif masyarakal dan stakeholder dalam mengawasi jalannva proses
Pemilihan Tahun 2018

Salah satu contoh kegiatan sosialisasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2018
adalah kegiatan sosialiasai vang ditwjukan kepada stakeholder supava proakul dalam
melakukan pengawasan terhadap proses Pilkada tahun 2018 Sasaran pada kepiatan ini
adalah mensosialisasikan baganimana peran serta masyarakat dalam proses Pilkada 2018
Supervist dan Monntoning Evaluas) Pelaksanaan Sosiahisasi Permilihan Gubernur, Bupat: dan
Walikota. Supervisi bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengawasan Pilkada vang
dilaksanakan oleh jajaran Bawaslu di daerah dalam hal i Bawaslu Proving: dan Bawasly

Kabupaten/Kota berjalan dengan baik dan sesua dengan peraturan vang berlaku

Salah satu prioritas pelaksanaan tugas pengawasan adalah pencegahan, namun prioritas

tersebul harus disinergikan dengan tugas penindakan terhadap pelanggaran

Fualitas penindakan pelanggaran Pilkada dapat diinterpretasikan dengan memingkatnya

jumlah rekomendasi pelanggaran Pilkada yang ditindaklanjuti dan pelavanan vang baik sesuai

dengan ketentuan atas laporan dan temuan pelanggaran.
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Bawaslu berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran baik pelanggaran terhadap
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pilkada maupun pelanggaran
admimstrasi pemilu. Kualitas penindakan pelanggaran pilkada dapat diinterprestasikan dengan
meningkatmya jumlah rekomendasi pelanggaran pemilu vang distndaklanjuti dan pelayanan vang
baik sesual dengan ketentuan atas laporan dan temuan pelanggaran
Pencapaian atas sasaran I divkur dengan 2 (dua) indikator kinerja, vaitu sebagai berikuc

Indikator 1 : Persentase Pengawas Pilkada Yang Memahami Penindakan Pelanggaran
Pilkada

Sesudi dengan Persturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu
Nomor |1 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum pasal 6 point 2 huruf {d) menyaiakan
bahwa Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lmjul rekomendasi Pengawas
Pilkada

Indikator ini mengukur outcome pengawasan khususnva rekomendasi vang dikeluarkan
oleh Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh pihak ckstern (KPU, Kepolisian, Kejaksaan) Semakin
tunggl rekomendasi Bawaslu vang ditindaklanjuti maka semakin efektf pengawasan yang
dilakukan oleh Bawaslu. Cara menghitung capaian indikator imi adalah persentase rekomendast
pelanggaman yang ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaraan dikurangi persentase rekomendasi
pelanggaran vang ditindaklanjuti pada tahun penvelenggaraan sebelumnya.

1 Privw. Bah - - - = -

2 | Denpasar | ] ) . . :
Badung 2
Tabanan

3

4

5 Jembrana 3 - - - 1
6 | Buleleng 14 = . - 10
7

K

9

Karangasem [ " . | _
Bangli - k s [ . §

Klungkung | -

10| Gianyar - - . 5 =
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Administras: ] Admimisirasi 0
| Pudana 0 | Pidana (0
"KodeEtik | 2 |KodeBuk | 2 :
'Hukum Lainnya 14 Hukum Lainnya 14
Jumlah Total 16 Jumlgh Total 16
Realisasi 10%0

Persentase realisasi rekomendasi Bawaslu vang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang
(KPU, Kepolisian, Kejaksaan, DKPP) sebesar 100%:
Berikut 1m persentase rekomendasi Bawaslu yvang ditindaklanjuti oleh oleh pihak yang
bcnwnmg pada tahun 2018, adalah suha,gm bernkut

Jumlah rekomendasi Bawaslu ﬂa- pt:laﬂ
yang ditindaklanjuti olch pihak yang berwenang

e

Jumlah seluruh  rekomendasi Bawaslu terkait

12 I

20 16
Renalizag | B0 1000,

Persentase rekomendasi penanganan pelanggaran vang diindaklanjuti oleh pthak berwenang

tahun 2018 sebesar 10006, dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 60% dimana hal 1m

artinya terjadi peningkatan sebesar 40%

Sasaran indikator tersebut dicapai melalwi Program Pengawasan Penyvelenggaraan Pilkada

dengan kegiatan sebagai berikut:

|. Pembinaan dan Supervisi Penanganan Pelanggaran;

2. Penyusunan Maten Penanganan Pelanggaran;

3, Pendidikan Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,
dan

4. Penyvusunan Rekapitulasi Data Penanganan Pelanggaran.

Indikator 2 : Perseniase Jumlah Layanan Laporan Dan Temuan Pelanggaran Yang
Ditangani Sesuai Ketentuan

Indikator im mengukur sampai sejauh mana lavanan yang diberikan oleh Bawaslu dan
jajarannya dalam menangani laporan dan temuan pelanggaran sesuai dengan keteniuan vang
berlaku, Keteniuan dalam menangani laporan dugaan pelanggaran Pemilu tertuang dalam
Undang-Undang Nomor | Tahun 2015 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Undang Nomor | Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Lindang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
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tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor | Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Bawaslu
No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun
2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemibhan Umum, Peraturan
Bawaslu Momor 8 Tahun 2018 Tentang Penvelesaian Pelangparan Administranf Pemilihan
Umum.

Sesuai dengan Peramuran Bawaslu No. 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan
Umum pasal 35 ayat (1) dan (2), penanganan pelanggaran Pilkada ditangani paling lambat 3
(Tiga) han setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran ditenma. Wakiu penanganan
pelangparan dapat diperpanjang paling lama 5 (Lima) hari setelah pelanggaran diterima
Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu berkewajiban untuk menenma semua Laporan Dugaan
Pelanggaran dan Temuan untuk ditindaklanjuti atau tidak. Laporan atau temuan harus memenuhi
syarat formil dan materiil untuk dapat diregistras: dan ditindak lanjuti.

Realisasi persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesua
ketentuan adalah sebaga berikut :

69 pelanggaran 74 pelanggaran 03 .24%

Capaian kinena tahun 2018 sebesar 93.24% dischabkan ada 5 {lima) kasus pelanggaran
yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil dan hasil kajian Bawaslu, sehingga tidak dapat
diregistrasi dan ditindak lanjuti. Rincian jumlah pelanggaran Pemilu/Pemilihan tahun 2017 dan
2018 sebagai berikut:

‘ Provinsi Bali i - ‘ ]

1

2 | Denpasar T .
3| Badung : 10

4 | Tabanan _ - | 1
5 | Jembrana - 10

6 | Buleleng 5 13

7 | Bangli N T - .

8 | Karangasem_ [ - | 4

9 | Klungkung - 7

10 | Ganyar N - : 7

Jumlah Total Keseluruhan 1 | 7400

Kegatan vang mendukung indikator imt adalah

1. Pencegahan (Sosialisasi dan Rapat Koordinasi)
Pada tahun 2018, kegiatan pencegahan vang dilakukan oleh Bawaslu Provins: Bali
dan Bawaslu Kabupaten/kota dalam rungka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur
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Provinsi Bali, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten CGianvar dan Klungkung sera
tahapan Pemilu tahun 2019 sudah maksimal Selain pencegahan secara formal
i{bersurat), cegah dim juga dilakukan dengan koordinasi-koordinasi dengan
stakeholder di Provinst Bah

2. Momtoring Pengumpulan Data dan Supervisi Penanganan  Pelanggaran
FemiluwPemilihan,

Pelayanan atas penvelesaian sengketa Pemilu/Pemilihan yang baik idealnya paling lama
12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan dengan tahapan 1) penerimaan dan
pengkajian laporan atau temuan, serta 2) fasilitasy pertemuan pihak yang bersengkets untuk
mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat, sesua yang tercantum pada Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang lata Cara Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubermur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota dan Perbawaslu Momor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor I8 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Penyelesalan sengketa yang baik harus memenuhi unsur-unsur adanya hak untuk
mendapatkan penyvelesaian sengketa pemilu vang berindikasi pada peningkatan kualitas dan
efektifitas kinerja pengawasan PemiluPemilihan. Ada 2 (dua) indikator mendukung untuk
mencapal sasaran ini yaitu (1) Persentase pengawas Pemilu yang memahami penyelesaian
sengkeita PemiluPemilihan, dan (2) Persentase jumlah layanan permohonan sengketa yang

ditangan sesum ketentuan.

Persentase pengawas Pemilu/Pemilihan yang
memahami penvelesaian sengketa Pemilw/Pemiliban |
Persentase jumlah layanan permohonan sengketa
yang ditangani sesuai ketentuan

Pencapaian atas sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja vaitu:
Indikator 1 : Persentase Pengawas Pemilu Yang Memahami Penyelesaian Sengheta
Pemilu/Pemilihan

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 468
ayat (1) yang menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten'Kota
berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu” telah jelas kewenangan schingga menjadi
tanggung jawab Bawaslu scbagm Penyelenggara Pemilu agar dapat memndak lamuts
kewenangan terscbut. Pasal 144 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan
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Gubernur, Bupati dan Walikota, “FPuiwsan  Bawasiu  Provinsi dan Putusan Pameas
Kabupaten'Kewa mengenai penvelesaion sengketa Pemlthan merupakan Putusan bersifol
mengikai "

Untuk ity mekanisme penyelesaian permohonan sengketa vang diajukan harus melalu
proses penyelesalan yang sesuai Persturan  Bawaslu. Di tabun 2018 pada tahapan Pilkada
serentak tahun 2018 tidak ada kasus gugatan sengheta vang diajukan ke Bawaslu, namun pada
tahapan Pemilu tahun 2019 ada 5 kasus vang di tangani Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota

| Jumlah Penyelesaian Sengketa vang Ditangani 0 | 5

pn ——— =

ijmn!ah Penyelesaian  Sengketa yang Ditenima 0 i 5
Bawaslu |
Realisasi 100% | 100%

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Temang Tata Cara Penvelesaan
Sengketa pasal 6 ayat (1) vaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 {dua belas) han kenja sgjak
tangpal diterimanya Permohonan vang diajukan Pemohon. Rmcian penyelesaian sengketa di
tingkat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/®Kota tabhun 2017 dan 2018

Provinsi Bali
Denpasar
i Baduns_ 0
Tabanan ; 0
Jembrana

Kegatan vang mendukung indikator i adalah

+ Supervisi Pembinaan dan Penyelesaian Sengheta Pemilu/Pemiliban

e Penvusunan Materi Penvelesaian Sengketa Pilkada dan Standard Operational Procedure
(SOP) Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan

» Pembentukan Pokja Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan,
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Indikator 2 : Persentase Jumlah Lavanan Permohonan Sengheta Yang Ditangani Scsuai
Ketentuan

Indikator 1m mengukur secara langsung kinerja Bawaslu Provinsi Bali dalam penyelesaian
senghketa, Cara menghitung capaian indikator ini adalah dengan metode survey yang diberikan
kepada pemohon sengketa selaku responden dari kuesioner yang diberikan. Kegiatan yang
mendukung indikator ini adalah monitoring Pengumpulan Data dan Supervisi Penyelesaan

Sengketa.

3.3 Capaian Realisasi Keuangan

Di tahun 2018 realisasi keuangan ditargetkan meéncapai 100%, jumlah pagu anggaran yang
tertuang dalam DIPA Bawaslu Tahun 2018 untuk melaksanakan tugas pengawasan
PemilwPemilihan adalah scbesar Rp. 119628 544 000 - vang bersumber dari anggaran APBN
sebesar Rp. 61.061.527 000,- dan APBD (Provinsi Bali, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten
Ciianvar) Rp. 58.567.017 000,- berdasarkan realisasi sampai dengan akhir tahun 2018 reahsasi
keuwangan sudah mencapai |

| Keterang:n | Target | Realisasi | % Capaian |
Persentase Penyerapan DIPA .
TA 2018 1040 69.92% 1 69.92% _|

Capaian realisasi keaangan Bawaslu tahun 2017 per sasaran adalah sebagai berikut.

Meningkatnya kualitas |
Pengawasan Pilkada ; o |
Serentak 2018 yang Rp. 119.628.544.000 | Rp. 83.284.805.128 | 69.92% |
demokrans J

TOTAL Rp. 119.628,544.000 | Rp. 83.284.805.128 | 69.92% |

Perbandingan capaian realisasi kinerja dan kinerja keuangan sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas Pengawasan Pilkada Serentak
2018 yang demokratis.
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BAR IV
PENUTLP
Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan vang terkait

dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Bali pada Tahun 2018, sebagai berikut

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemulihan Umum
Provins: Bah tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat
diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capman rata-rata indikator sasaran
sebesar 100% dan Realisasi Anggaran vang telah mencapa: rata-rata indikator schesar
69.92%;

Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslo tahun 2018 telah efektif dan efisien;

Bawaslu telah berupaya berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannva dalam
meningkatkan pengawasan PemiluwPemilhan sebagaimana yang telah dipersvaratkan pada
UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Uindang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penctapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti UL Nomor | Tahun
2014 Tentang Pemibhan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-1ndang dan
Undang ~ undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Terdapat beberapa keberhasilan yang telah disebutkan di atas, tetapi masih adanya beberapa
permasalahan, seperti Panwas Kecamatan, PPDK dan Pengawas TPS vang bersifat tudak
tetap (ad hoc).
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